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Abstrak
 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan

tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga

Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers

Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas

Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi

Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam

pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri

telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil

tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar

sesuai dengan strategi organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan

studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar

Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru

diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

<hr><i>The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs

including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of

Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT

roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry

and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the

Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication

Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in

performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been

implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for
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implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization

strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and

documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of

Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied

in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for

policy making in the implementation of subsequent ICT governance.


